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RINGKASAN 

 

 

Permasalahan pembayaran upah kerja lembur masih menjadi persoalan klasik 

namun serius dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia, terlebih di sektor-sektor 

kerja non-industri seperti perkantoran notaris. Kantor notaris yang berperan 

sebagai lembaga jasa hukum pada praktiknya melibatkan tenaga kerja yang 

memiliki beban kerja tinggi, terutama ketika menghadapi tenggat pembuatan akta, 

perjanjian, atau dokumen hukum lainnya. Namun sayangnya, hak-hak normatif 

pekerja, terutama dalam bentuk upah lembur, seringkali tidak dipenuhi 

sebagaimana mestinya. Realitas ini menimbulkan ketimpangan dalam hubungan 

kerja antara notaris sebagai pemberi kerja dan pekerja kantor notaris sebagai 

penerima kerja. Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja telah menegaskan 

perlindungan terhadap hak lembur pekerja, dalam praktiknya banyak notaris yang 

belum sepenuhnya mematuhi aturan yang berlaku, baik karena ketidaktahuan 

terhadap norma hukum ketenagakerjaan maupun karena persepsi keliru tentang 

kedudukan notaris sebagai profesi yang tidak tunduk secara penuh pada rezim 

hukum ketenagakerjaan. Situasi ini menciptakan kekosongan pemahaman hukum 

mengenai kewajiban notaris dalam konteks hubungan kerja, khususnya terkait 

pembayaran upah lembur. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam 

karakteristik hubungan kerja antara notaris sebagai pemberi kerja dengan pekerja 

di kantor notaris, dalam kaitannya dengan kewajiban pembayaran upah lembur, 

serta untuk menguraikan tanggung jawab hukum notaris terhadap hak pekerja atas 

lembur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. Penelitian ini juga bertujuan 

untuk mengisi kekosongan akademik mengenai penafsiran tanggung jawab 

keperdataan, administratif, dan etik yang melekat pada profesi notaris dalam 

praktik hubungan kerja. Secara teoretis, penelitian ini berguna untuk memperkaya 

kajian hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam konteks profesi yang tidak lazim 

diasosiasikan dengan pengusaha konvensional, seperti notaris. Selain itu, 

kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan panduan hukum 

 
1NIM. 2320216310007 
2Pembimbing Utama. 
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kepada notaris maupun pekerja mengenai struktur hubungan kerja yang adil dan 

pemenuhan kewajiban pembayaran upah lembur. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengawasan 

ketenagakerjaan di sektor jasa profesional. 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research) 

dengan pendekatan preskriptif. Penelitian ini berfokus pada pengkajian norma-

norma hukum positif, doktrin hukum, teori hukum, dan peraturan perundang-

undangan terkait hubungan kerja dan pembayaran upah lembur. Sumber bahan 

hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah 

Nomor 35 Tahun 2021, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur 

hukum, jurnal ilmiah, dan tesis terdahulu. Teknik pengumpulan bahan hukum 

dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik pengolahan dan analisis 

bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dengan menitikberatkan pada 

argumentasi sistematis dan logis untuk menyusun kesimpulan normatif. Dalam 

penelitian ini juga digunakan kerangka konseptual berupa Teori Hubungan Kerja 

dan Teori Keadilan Distributif untuk menganalisis kedudukan dan tanggung jawab 

hukum notaris. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan kerja antara notaris dan pekerja 

di kantor notaris termasuk dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena memenuhi unsur 

pekerjaan, perintah, dan upah. Oleh karena itu, pekerja kantor notaris berhak 

memperoleh perlindungan hukum sebagaimana pekerja pada umumnya, termasuk 

hak atas upah lembur. Karakteristik hubungan kerja ini tidak dapat dipisahkan dari 

prinsip keadilan distributif yang mewajibkan pemberi kerja untuk membagi hak 

dan kewajiban secara proporsional sesuai kontribusi dan beban kerja. Dalam 

konteks ini, kewajiban pembayaran upah lembur merupakan bentuk konkret dari 

distribusi keadilan dalam relasi industrial antara notaris dan pekerjanya. Lebih 

lanjut, notaris sebagai pemberi kerja memiliki tanggung jawab hukum atas 

pembayaran upah lembur secara multidimensi. Secara keperdataan, notaris dapat 

digugat karena wanprestasi apabila lalai membayar upah lembur yang telah 

disepakati dalam perjanjian kerja. Secara administratif, notaris dapat dikenai 

sanksi oleh pengawas ketenagakerjaan karena melanggar ketentuan normatif 

waktu kerja dan istirahat. Sementara itu, secara etik dan moral, notaris yang 

mengabaikan hak pekerja dianggap melanggar prinsip-prinsip profesionalitas dan 

integritas dalam praktik kenotariatan. Oleh karena itu, penelitian ini 

menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak pekerja atas upah lembur di 

kantor notaris memerlukan sinergi antara kepatuhan normatif, integritas 

profesional, dan pengawasan yang efektif. Dalam jangka panjang, kesadaran 

hukum notaris terhadap tanggung jawab ketenagakerjaan harus ditumbuhkan 

melalui pendidikan etik profesi dan penguatan lembaga pengawas 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci: Upah Kerja Lembur, Kantor Notaris, Undang-Undang Cipta 

Kerja. 
 

Penelitian ini berjudul “Upah Kerja Lembur Pekerja di Kantor Notaris 

Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja” yang bertujuan untuk menganalisis 

karakteristik hubungan kerja antara notaris dan pekerja serta menguraikan 

tanggung jawab hukum notaris terhadap pembayaran upah lembur. Penelitian ini 

berguna untuk memperluas wawasan akademik dalam hukum ketenagakerjaan dan 

memberikan kontribusi praktis bagi pelaku profesi kenotariatan. Metode yang 

digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif, 

menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis secara kualitatif. 

 

Permasalahan pertama yang dikaji adalah mengenai karakteristik hubungan kerja 

antara notaris sebagai pemberi kerja dan pekerja dalam kaitannya dengan 

kewajiban pembayaran upah lembur. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

hubungan kerja di kantor notaris memenuhi unsur pekerjaan, perintah, dan upah 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ketenagakerjaan. Dengan demikian, 

pekerja kantor notaris berhak atas perlindungan hukum termasuk hak atas upah 

kerja lembur, yang wajib dipenuhi oleh notaris sebagai pemberi kerja berdasarkan 

ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. 

 

Permasalahan kedua membahas tentang tanggung jawab notaris terhadap 

pembayaran upah kerja lembur. Tanggung jawab tersebut meliputi aspek 

keperdataan (wanprestasi), administratif (sanksi dari pengawas ketenagakerjaan), 

dan etik (pelanggaran terhadap kode etik profesi). Notaris yang tidak membayar 

upah lembur dapat dianggap melanggar kewajiban hukum normatif dan etik 

profesi. Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum dan pengawasan terhadap 

praktik ketenagakerjaan di lingkungan notaris sangat penting untuk menjamin 

keadilan dan kepastian hukum bagi para pekerja. 

 
 

 
3NIM. 2320216310007 
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OVERTIME WAGES OF EMPLOYEES IN NOTARY OFFICES UNDER 

THE JOB CREATION LAW 

 

By: 
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Notarial Masters Program, Lambung Mangkurat University, 109 pages. 

 

ABSTRACT 

 

Keywords: Overtime Wages, Notary Office, Job Creation Law. 

 

This thesis, titled “Overtime Wages of Employees in Notary Offices under the Job 

Creation Law”, aims to analyze the characteristics of the employment relationship 

between notaries and their employees and to explain the legal responsibilities of 

notaries regarding the payment of overtime wages. This study is useful for enriching 

academic perspectives in labor law and offers practical contributions to the 

professional practice of notaries. The research employs normative legal methods 

with a prescriptive approach, utilizing primary and secondary legal materials, and 

is analyzed qualitatively. 

 

The first issue examined is the nature of the employment relationship between 

notaries as employers and employees in relation to their obligation to pay overtime 

wages. The findings indicate that the employment relationship in notary offices 

fulfills the elements of work, command, and wages as defined in labor law. 

Therefore, employees in notary offices are entitled to legal protection, including the 

right to overtime wages, which must be provided by the notary as the employer in 

accordance with the Job Creation Law and its implementing regulations. 

 

The second issue discusses the responsibility of notaries in fulfilling overtime wage 

payments. Such responsibility includes civil aspects (breach of contract), 

administrative aspects (sanctions from labor inspectors), and ethical aspects 

(violations of professional codes of conduct). Notaries who fail to pay overtime 

wages may be considered in violation of both legal obligations and professional 

ethics. Therefore, increasing legal awareness and monitoring employment 

practices in notary offices are essential to ensure justice and legal certainty for 

workers. 
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